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INTISARI

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA PADA PERPUSTAKAAN
UNIVERSITASISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Disusun Oleh:
Anik Rosidah
09140023

Penelitian tentang Implementasi Undang-Undang Nddlfun 2002 Tentang
Hak Cipta ini bertujuan untuk mengetahui bagaimamalementasi Undang-Undang
Hak Cipta terhadap kebijakan yang diterapkan dp&sakaan UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, karena pengetahuan terhadap UU HakaGipmnentukan bagaimana
kebijakan di setiap perpustakaan. Dari beberaptampyang dilindungi, penulis
fokuskan pada karya cetak sebagai koleksi perpamtakPenelitian ini merupakan
penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekayandis mormatif. Sebagai informan
dari penelitian ini adalah pengelola perpustakaam gemustaka. Metode
pengumpulan data menggunakan wawancara, obsedasidokumentasi. Untuk
menganalisis data didasarkan pada teori Miles dalmekHnan melalui tiga langkah,
(1) Reduksi data; memfokuskan pada tema peneliti@), Penyajian data;
menjelaskan berdasarkan observasi, wawancara,aameéntasi, serta (3) Penarikan
kesimpulan; kesimpulan penelitian setelah hasillisingelesai. Sedangkan uiji
keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan demgapat cara, yaiticredibility,
transferbility, dependability, dan confirmability. Hasil penelitian ini disimpulkan
bahwa kebijakan Perpustakaan UIN Sunan Kalijagalsatematuhi Undang-Undang
Hak Cipta, terbukti dari adanya kebijakan fotokgpng hanya diperbolehkan bab
satu, dua, dan bab terkahir atau kesimpulan urmiygknlan skripsi, tesis dan disertasi.
Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga tidak pernah meammean buku untuk
pengadaan koleksi di perpustakaannya. Permasalshasalah kebijakan yang
dibuat oleh perpustakaan pada prakteknya tidakltsasi dengan baik. Pelanggaran
akan menjadi realitas yang sulit dikendalikan jig@ngelola perpustakaan kurang
memahami Hak Cipta dan tidak tegas terhadap kemjglang diterapkan. Adanya
pedoman yang jelas mengenai batasan Hak Ciptacd#alisasi, baik bagi pemustaka
maupun pengelola perpustakaan agar dapat memal@mmmednghormati UU Hak
Cipta secara baik.

Kata Kunci: Hak Cipta, Kebijakan, Implementasi



ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF LAW 19 OF 2002 ON COPYRIGHT IN THE
LIBRARY OF SUNAN KALIJAGA ISLAMIC UNIVERSITY
YOGYAKARTA

By:
Anik Rosidah
09140023

Research on the Implementation of Law 19 of 200Zopyright is having the aims
to determine how the implementation of the Copytrighw of the policies adopted in
the Library of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, besalknowledge of the Copyright
Act to determine how policies in each library. Freome of the author's creation of
protected printed works as a focus on library abiters. This research is a qualitative
descriptive empirical juridical approach. The imi@ant of this study is the library
manager and also a librarian. Methods for collgctdata are using interviews,
observations, and documentation. To analyze tha lbiased on the theory of Miles
and Huberman through three stepsdata reduction; focusing on the themes of the
research, (2) Presentation of data; explained basegbservations, interviews, and
documentation, and (3) Drawing conclusions; conolusf the study after the results
of analysis done. While testing the validity of ttegta in this study conducted in four
different ways, namely: credibility, transferbiljtdependability, and confirmability.
The results of this study concluded that the policythe library of UIN Sunan
Kalijaga already comply with the Copyright Act,ist evident from the copy of the
policy that allowed only chapter one, two, and ldst chapter or conclusion to the
thesis service, thesis and dissertation. Libratylid Sunan Kalijaga never copies the
book collections in the library for procurement.eTproblem is created by the library
policy in practice is not well realized. Violatiomgll be reality that is difficult to
control if librarians do not understand the coplytignd not explicitly on the policy
implemented. The existence of clear guidelines lamds Copyright librarian and
socialization for both library managers to undardtand respect the Copyright Act as
well.

Keywords: Copyright, Policy, Implementation
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BAB |
PENDAHUL UAN
1.1 Latar Belakang

Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijagerupakan
sumber pembelajaran serta sumber intelektual yangt genting bagi
sivitas akademika, terutama dalam mendukung tentggalri Dharma
Perguruan Tinggi, sesuai dengan Visi Perpustakadn $Mengembangkan
Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga sebagai perpusigb@elitian berbasis
keislaman dan keilmuan”.

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga terletak di Jl.Marédisucipto
Yogyakarta, terdiri dari 4 lantai, memiliki koleksebanyak 55.533 judul
dan 155.101 eksemplar, dengan statistik pengunpemgcapai 1.500-2.000
pemustaka per hari (data UIN Layanan Informasi: 2201Dalam
melayankan koleksinya Perpustakaan harus menghorivek cipta,
walaupun tugas perpustakaan adalah menyebarluagkhamasai.

Hak cipta adalah bagian dari HKI (Hak Kekayaan lektial) yang
mengatur perlindungan berbagai ragam karya cipf@raihain seperti karya
tulis, termasuk ilmu pengetahuan, karya seni, draarg lagu dan film atau
sinematografi. Hal ini diatur dalam Pasal 12 Undbimglang Hak Cipta
No0.19 Tahun 2002 mengenai jenis-jenis ciptaan (8yel 2011:11).

Undang-Undang Hak Cipta (Undang-Undang selanjutiakan
disebut UU) yang sekarang berlaku di Indonesiaadd&lU No.19 Tahun

2002. Tentunya UU tersebut telah mengalami banyakul@ahan, UU



pertama yang mengatur hak cipta adalah UU tahu@ $88g diperbaharui
dengan UU No.7 Tahun 1987 dan diperbaharui lagijaceruU No.12

Tahun 1997 terakhir dengan UU No.19 Tahun 2002.ikadapat menjadi
bukti adanya keinginan dari bangsa Indonesia yaegudaha untuk
membuat suatu UU Hak Cipta sendiri untuk menggantiuteurswet 1912

Stb. No0.600, yang merupakan peninggalan Hindia+®kla (Saidin,
2004:57).

UU mengalami penyempuranaan dari masa ke masa, tekapi
pelanggaran hak cipta terus terjadi. MenanggapiimialHozumi (2006)
menyatakan bahwa permasalahan ini terjadi karemangnya penegak
hukum terhadap perlindungan hak cipta. Akan berdé&npgada lemahnya
kreativitas para penerbit atau penulis untuk tdvesusaha menghasilkan
buku secara lebih produktif. Sedangkan dalam dyeadidikan kita,
dituntut untuk melahirkan sebuah karya. Baik ituada bentuk yang
sederhana seperti makalah, skripsi, tesis samgeitdsi.

Sebagaimana dinyatakan oleh Soelistyo (2011: 93da4) Saidin
(2004:56) bahwa setiap kelahiran suatu karya ch@ik dalam bidang
pengetahuan, seni dan sastra, berdasarkan kuastifiengorbanan waktu,
tenaga dan biaya serta kontribusi pemikiran kregagificiptanya, memiliki
nilai ekonomi serta kemanfaatan. Seberapun keciimja ekonomi itu ada
dan karenanya menjadikan ciptaan itu layak diss&bagai kekayaan.

Lahirnya karya-karya intelektualitas yang bermugpesti karya

ilmiah tidak dapat dilepaskan dari sumber utamarymtu kampus dan



kalangan intelektualitas, karena karya tersebut jawénsyarat untuk
mendapatkan status akademik. Sebagaimana dinyataRaalistyo
(2011:1991) jika diibaratkan pabrik, kampus adgtabduser karya tulis,
buku dan karya ilmiah lainnya. Dengan alasan katedan dana dan untuk
kepentingan pendidikan tidak sedikit para intelaktu ini melakukan
pelanggaran hak cipta, baik dalam tindakan plaggi@i ataupun
memperbanyak karya orang lain tanpa izin (selapgutpeneliti akan
menggunakan istilah fotokopi untuk sinonim mempeyla& karya orang
lain ).

Berdasarkan bunyi pasal 15 huruf (a) tentang Undiémipng Hak
Cipta “Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepeatin pendidikan,
penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan dapo penelitian kritik
atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikepentingan yang
wajar dari pencipta”. Pada kenyataanya kasus damiiidah sangat umum
dilakukan oleh penerima jasa fotokopi yang adardjikungan universitas
maupun di luar universitas, hal tersebut dilakutearpa mengindahkan UU
Hak Cipta.

Kenyataan ini merupakan suatu realita sosial yamtplak belakang
dari apa yang seharusnya terjadi, karena bila dgrag dari sisi keilmuan,
mahasiswa tersebut telah mengetahui aturan-atutanhdi Indonesia dan
sudah semestinya ikut berperan dalam menegakkanmhulkukan malah
ikut mendukung pelanggaran terhadap hukum. Apagilgiditunjau dari

sisi keagamaan, mayoritas mahasiswa tentunya ahdapat membedakan



mana tindakan yang baik, serta mana tindakan yangkbmana yang halal
dan haram, juga yang merugikan bagi orang lain.

Peneliti tertarik dan mencoba untuk meneliti lelémjut dalam
lingkup yang lebih sempit yaitu perpustakaan sebggdaung pendidikan
daninstitusional repository. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di
Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga adalah perpustakasg memiliki
kebijakan terkait dengan hak cipta, yaitu dalanmoKopi skripsi maupun
serah terima tugas akhir. Kebijakan perpustakaary yeerbeda-beda ikut
menentukan bagaimana UU Hak Cipta itu diterapkampetpustakaanya.
Seperti yang ingin peneliti tidak lanjuti, dalaml hpengadaan koleksi dan
batasan mengopi bahan pustaka, setiap perpustal@dam konteks ini
adalah Perpustakaan Perguruan Tinggi mempunygakebi berbeda-beda,
contohnya perbedaan dalam mengopi skripsi, yangs jeerjadi di
Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, lbu Siti Pamutarselaku Kour
Pengembangan Koleksi UIN Sunan Kaijaga menuturkahwa, pengopian
hanya diperbolehkan Bab 1, 2 dan 5 (WawancaranSkhiJanuari 2013:
09.30), namun pada kenyataannya yang terjadi saadalah mahasiswa
dapat mengopi semua bab, berdasarkan hasil waveadeagan salah satu
mahasiswa UIN jurusan Adab (Indriana, 17 Janu&tB3tukul 15.30).

Berdasarkan masalah-masalah di atas, peneliti imgineliti lebih
jauh untuk mengetahui bagaimana implementasi UU Hagta di
perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, sehingga pensigngangkat judul

Implementas Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada



Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Dengan harapan penelitian ini dapat menjawab petafaen-permasalahan

yang terjadi di Perpustakaan UIN Sunan Kalijagayéab@rta.

1.2 Fokus Penelitian

Agar tidak terlalu meluas, maka peneliti membategsalah yang akan

diteliti, terkait dengan judul Itmplementasi Undang-Undang No.19 Tahun

2002 tentang Hak cipta pada Perpustakaan Universitas Islam Negeri di

Yogyakarta”.

1.

2.

Undang-Undang Hak cipta No.19 Tahun 2002 terdiri #i& Bab dan 78
pasal, ada yang menarik dalam pasal 15 huruf émelfi ingin meneliti
lebih lanjut tentang kepentingan yang wajar. Pas$al huruf (a),
“Penggunaan pihak lain untuk kepentingan pendidikaenelitian,
penelitian karya ilmiah, penyusunan laporan, péaalkritik atau tinjauan
suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingany yeajar dari
pencipta”.

Adapun dari sekian banyak ciptaan yang dilinduegiesti yang dijelaskan
secara terperinci dalam Pasal 12 ayat (1) Undardghm No.19 Tahun
2002, peneliti akan membatasi hanya pada kary& getag berada dalam
perpustakaan. Agar lebih fokus terhadap objek penel peneliti
memfokuskan pada kebijakan di perpustakaan UIN SuKalijaga

Yogyakarta.



3. Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian peneliti
menggunakan pendekatan yuridis normatif, bukan glatdn hukum
islam.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan di Perpustakaan Universifasn Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta dalam melindungi hak cipta?

2. Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Hak Glpfaerpustakaan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.4.1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujung yagin
dicapai adalah:

1. Mendeskripsikan bagaimana kebijakan yang diterakaPerpustakaan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakatéam melindungi
hak cipta.

2. Mendeskripsikan bagaimana implementasi Undang-Undalo. 19
Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada Perpustakaanelditas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

1.4.2 Manfaat Penelitian
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat makametambahan
kontribusi bagi pokok-pokok kepentingan, baik untképentingan praktis
maupun teoritis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis



a. Bagi peneliti
Peneliti dapat menambah wawasan dan meningkatkamah@eman
tentang UU Hak cipta, agar peneliti dapat membedakatara
pelanggaran dan batas wajar.

b. Bagi Pimpinan Perustakaan
Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bijak eagirgy pimpinan
perpustakaan, untuk lebih memikirkan dan merumugkasep tentang
kebijakan perpustakaannya.

c. Bagi Pustakawan
Memberikan masukan sebagai bahan evaluasi bagik pyang
bersangkutan, dalam melindungi hak cipta, sehirdmaat bertindak
tegas terhadap nilai hukum dari suatu karya.

d. Bagi Pengguna Ciptaan
Adanya kesadaran setiap pengguna karya cipta, dakmmperoleh hak
akses informasinya terdapat hak orang lain (peagipt

e. Bagi pencipta

Pencipta karya intelektual dapat lebih memahami whahtugas
perpustakaan adalah menyebarkan informasi, sematt-mntuk

kepentingan akademik bukan komersial.

. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazaratu i
pengetahuan untuk kepentingan pengembangan teori-teentang

kebijakan perpustakaan dalam melindungi hak cipta.



1.5 Sistematika Pembahasan

Laporan penelitian dalam bentuk skripsi ini disussrdasarkan
sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB | berisi Pendahuluan, sebagai konsep awal penulisan skripsi
terdiri dari latar belakang serta urgensitas masatang menggambarkan
tentang kesenjangan antara yang seharusnya deeglita yang terjadi di
lapangan penelitian ini  dilakukan sehingga masaldbrsebut
melatarbelakangi diadakan penelitian. Tujuan danfa@ penelitian berisi
tentang tujuan dan manfaat yang akan dicapai daii penelitian ini.

BAB Il berisi Tinjauan Pustaka dan Landasan Tedalam bab ini
diuraikan gambaran lebih jauh mengenai penelitemefitian sejenis yang
telah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain serer&ngka teori yang menjadi
landasan utama dalam mendukung penelitian.

BAB Il membahadVietode Penelitian, menjelaskan tentang metode
yang dipergunakan dalam penelitian. Terdiri damdekatan penelitian,
subjek dan objek penelitian, informan, teknik pengulan data:
wawancara mendalaminflepth interview), observasi partisipan, teknik
dokumentasi, analisis data dan keabsahan data.

BAB IV berisi Pembahasa, yang terdiri dari gambaranum
Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta baik Bdak geografis,
sejarah singkat, tugas dan fungsi serta struktwarosasi dan hasil

penelitian yang memberikan keterangan mengenaieim@htasi Undang-



Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak cipta padauBtakaan UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

BAB V adalah Penutup, yang berisi tentang simpudan saran,
simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian daras yang merupakan

rekomendasi dari peneliti untuk penelitian lebitjue.



BABV

PENUTUP

5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tefitampjementasi

Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tantang Hak Ciptia ggerpustakaan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakagahulis dapat menarik

kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan perpustkaan UIN Sunan Kalijaga dalam maeingi Hak
Cipta pada karya cetak dibagi menjadi dua, yaitardaehal pengadaan
dan layanan fotokopi untuk pemustaka. Dalam peraga#taleksi buku
hasil fotokopi diperoleh dari pemustaka yang melagigkan koleksi,
selain itu dari pembelian dan hadiah. Sedangkauokuiattokopi bahan
pustaka dibagi menjadi dua, yaitu koleksi umum dagas akhir.
Kebijakan hanya berlaku untuk tugas akhir. Perpasta tidak
dikatakan melanggar Hak Cipta dalam hal pengadsamua buku yang
menjadi koleksi perpustakaan diperoleh dari perabelilan hadiah.
Kecuali pemustaka yang menghilangkan koleksi, unim&ngganti
dengan tema atau judul yang sama, jika buku tetsetak terbit lagi,
namun tingkat keterpakaianya sangat tinggi dalahinhaerarti banyak
yang membutuhkan informasi tersebut, perpustakasmbarikan
kebijakan bagi pemustaka yang menghilangkan koleksebut untuk

memfotokopi sebanyak dua eksemplar, dan hal itwpaan alternatif
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terakhir. Peraturan fotokopi tugas akhir memangabudi atur dalam
kebijakan perpustakaan, namun kurang tegas dambsda usaha untuk
mencegah terjadinya kemungkinan pelanggaran-ped@agg Sama
halnya fotokopi secara umum, perpustakaan melangtme Cipta
karena berkomplot dengan pemustaka dalam menggamdtakya orang
lain tanpa ijin.

2. Implementasi UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002 di pstakaan UIN
Sunan Kalijaga belum efektif dan efisien, karenadasarkan teori
Edward tentang implementasi yaitugcommunication, resource,
disposittion or attitudes, danbureaucatic structures.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan aB, aintuk
meningkatkan dan memperbaiki dalam hal membangsadegan akan
pentingnya Hak Cipta di perpstakaan, baik itu pdakss maupun
pengelola perpustakaan, peneliti memberikan sat@n masukan untuk
meningkatkan pemahaman tentang Hak Cipta. Adapwam skari peneliti

yaitu:

1. Perpustakaan lebih tegas dalam menerapkan kebijakeaait fotokopi
sehingga pemustaka tidak akan berani melanggaryapg sudah
menjadi kebijakan perpustakaan, karena sikap pelagpérpustakaan
yang kurang tegas, sehingga pemustaka tidak memeatuian yang

telah dibuat.
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2. Pengenalan Hak Cipta di perpustakaan, hal ini pgntarena
perpustakaan sangat sensitif sekali dengan peramasaHak Cipta,
selain menyangkut tugas perpustakaan sebagai panygdrmasi,
perpustakaan juga kerap kali dituding sebagai waeatémggaran Hak
Cipta. Misalnya, dengan mengadakan seminar tentakgCipta baik
bagi pengelola perpustakaan maupun pemustaka.

3. Sosialisasi kebijakan perpustakaan pada mahasisavana banyak
yang tidak mengerti UU Hak Cipta , misalnya:

- Menempel peraturan fotokopi di counter fotokopi.
- Menyediakan informasi tentang kemungkinan-kemurakin
pelanggaran Hak Cipta dan sanksinya.

4. Membuat kebijakan tertulis terkait dengan koleksia& baik itu
koleksi sirkulasi, serial, referensi dan tugas gkkarena saat ini
hanya ada peraturan untuk tugas akhir.

5. Membuat persetujuan publikasi bagi koleksi cetakisdlhya,
persetujuan dalam memfotokopi skripsi yang ditasaigani oleh
pemegang Hak Cipta, sementara ini yang menjadijdebi di
perpustakaan baru lembar pernyataan usitticopy skripsi

6. Menyediakan buku untuk daftar buku yang akan dikopo,. Jadi di
counter fotocopy disediakan buku untuk mencatat identitas buku yang
sering difotokopi, dengan acara pemustaka mengiku lersebut.
Untuk mengetahui buku mana yang dibutuhkan, sehindgpat

menambah jumlah ketersediaan koleksi.
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Menimbang

Mengingat

PRESIDEMN
REPUBLIK INDOMESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG
HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman
etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan
sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang
memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan
intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;

bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai
konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan
intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang
memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum
nasionalnya;

bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan
investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan
peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait
dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;
bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan
Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk
menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7
Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor
12 Tahun 1997;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam
huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, dibutuhkan Undang-undang
tentang Hak Cipta;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal
33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
Agreement Establishing the World Trade Organization
(Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);



Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak
untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau
memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-
sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan
berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan,
keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk
yang khas dan bersifat pribadi.

3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan
keasliannya dalam lapangan iimu pengetahuan, seni, atau sastra.

4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta,
atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak
lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima
hak tersebut.

5. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran,
penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan
menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau
melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat
dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

6. Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik
secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial
dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak
sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau
temporer.

7. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik
bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan
dengan cara dan alat apa pun.

8. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan
dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang
apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca
dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk
melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang



khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi
tersebut.

9. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu
hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan
pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk
memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau
rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat,
memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

10. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka
yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan,
menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau
memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau
karya seni lainnya.

11. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang
pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk
melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik
perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau
perekaman bunyi lainnya.

12. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang
berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu
karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa
kabel atau melalui sistem elektromagnetik.

13. Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang
diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal.

14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau
Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan
dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya
dengan persyaratan tertentu.

15. Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana
diatur dalam ketentuan Undang-undang ini.

16. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang
salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi
pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak
Cipta.

17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh
Menteri.

BAB Il
LINGKUP HAK CIPTA
Bagian Pertama
Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2

(1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara



otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program
Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang
tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan
yang bersifat komersial.

Pasal 3
(1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.

(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian

karena:
a.  Pewarisan;
b. Hibah;
C. Wasiat;
d. Perjanjian tertulis; atau
€. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-

undangan.

Pasal 4

(1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal
dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta
tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan
hukum.

(2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya
meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan
Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara
melawan hukum.

Bagian Kedua
Pencipta
Pasal 5
(1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah:

a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada
Direktorat Jenderal; atau

b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai
Pencipta pada suatu Ciptaan.
(2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan
tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang
berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.



Pasal 6

Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh
dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang
memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal
tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang
menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas
bagian Ciptaannya itu.

Pasal 7

Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh
orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang,
Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu.

Pasal 8

(1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam
lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk
dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara
kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan
Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan
yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam
hubungan dinas.

(3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan,
pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan
Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 9

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya
dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut
dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Bagian Ketiga
Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui
Pasal 10

(1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah,
dan benda budaya nasional lainnya.

(2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang
menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad,
lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

(3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2),
orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat
izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.



(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 11

(1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum
diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk
kepentingan Penciptanya.

(2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau
pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, Penerbit
memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

(3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya
dan/atau Penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut
untuk kepentingan Penciptanya.

Bagian Keempat
Ciptaan yang Dilindungi
Pasal 12

(1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam
bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis
yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan iimu
pengetahuan;

lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan
pantomim;

seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni
ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni
terapan;

arsitektur,;

peta;

seni batik;

fotografi;

sinematografi;

terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya
lain dari hasil pengalihwujudan.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf | dilindungi sebagai Ciptaan
tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
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(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk
juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah



merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan
Perbanyakan hasil karya itu.

Pasal 13
Tidak ada Hak Cipta atas:

hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
peraturan perundang-undangan;

pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau

keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis
lainnya.
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Bagian Kelima
Pembatasan Hak Cipta

Pasal 14

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

a. Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu
kebangsaan menurut sifatnya yang asli;

b. Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang
diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama
Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi,
baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan
pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu
diumumkan dan/atau diperbanyak; atau

C. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari
kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber
sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan
secara lengkap.

Pasal 15

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak
dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan,
penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan
kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan
kepentingan yang wajar dari Pencipta;

b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun
sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar
Pengadilan;

C. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun
sebagian, guna keperluan:

(i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu
pengetahuan; atau



(i) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan
ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;

d. Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan
sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali
jika Perbanyakan itu bersifat komersial;

€. Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara
terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa
oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau
pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-
mata untuk keperluan aktivitasnya;

f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan
pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan
bangunan;

0. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh
pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk
digunakan sendiri.

Pasal 16

(1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian
dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan
sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:

a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri
penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut di wilayah
Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;

b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk
memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan
dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara
Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal
Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan
sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam huruf a;

C. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau
Perbanyakan Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta
tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
huruf b.

(2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya
Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum
pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

(3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:

a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan
iimu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di
wilayah Negara Republik Indonesia;

b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan
buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik
Indonesia;



C. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan
sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara
Republik Indonesia.

(4) Penerjemahan atau Perbanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik
Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
huruf ¢ disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan
Keputusan Presiden.

(6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan
dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 17

Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan
kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara,
kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak
Cipta.

Pasal 18

(1) Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk
kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat
dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan
ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak
Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak.

(2) Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berwenang mengabadikan Ciptaan itu semata-mata untuk
Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran
selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang
layak kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Hak Cipta atas Potret

Pasal 19

(1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak
Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari
orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh)
tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.

(2) Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk
Perbanyakan atau Pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila
Pengumuman atau Perbanyakan itu memuat juga orang lain dalam Potret
itu, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap



orang dalam Potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.

(3) Ketentuan dalam Pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat:

a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;

b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret;
atau

C. untuk kepentingan orang yang dipotret.

Pasal 20
Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat:

a. tanpa persetujuan dari orang yang dipotret;
b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau
C. tidak untuk kepentingan yang dipotret,

apabila Pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari
orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang
dipotret sudah meninggal dunia.

Pasal 21

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, pemotretan untuk diumumkan
atas seorang Pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum walaupun yang
bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan.

Pasal 22

Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau untuk keperluan proses peradilan
pidana, Potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga dapat diperbanyak
dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 23

Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan pemilik
Ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat dan/atau hasil seni
lain, pemilik berhak tanpa persetujuan Pemegang Hak Cipta untuk
mempertunjukkan Ciptaan di dalam suatu pameran untuk umum atau
memperbanyaknya dalam satu katalog tanpa mengurangi ketentuan Pasal 19
dan Pasal 20 apabila hasil karya seni tersebut berupa Potret.

Bagian Ketujuh
Hak Moral

Pasal 24

(1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya
nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.



(2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan
kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan
persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap
perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama
atau nama samaran Pencipta.

(4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai
dengan kepatutan dalam masyarakat.

Pasal 25

(1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh
ditiadakan atau diubah.

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

(1) Hak Cipta atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama
kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta
itu.

(2) Hak Cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk
kedua kalinya oleh penjual yang sama.

(3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama
atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih
dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

Bagian Kedelapan
Sarana Kontrol Teknologi

Pasal 27

Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak
Pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi.

Pasal 28

(1) Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi,
khususnya di bidang cakram optik (optical disc), wajib memenuhi semua
peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi
yang berwenang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang
memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah

BAB Il



MASA BERLAKU HAK CIPTA

Pasal 29

(1) Hak Cipta atas Ciptaan:
a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;

b drama atau drama musikal, tari, koreografi,

c segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
d seni batik;

e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

f. arsitektur;

g ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;

h alat peraga,;

i. peta;

j- terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai,

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh)
tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

(2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2
(dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang
meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun
sesudahnya.

Pasal 30
(1) Hak Cipta atas Ciptaan:

Program Komputer;
sinematografi;
fotografi;

database; dan
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€. karya hasil pengalihwujudan,
berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

(2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50
(lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.

(3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
Pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu
badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali
diumumkan.

Pasal 31

(1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara
berdasarkan:

a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;

b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh)
tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.



(2) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh Penerbit berdasarkan Pasal
11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut
pertama kali diterbitkan.

Pasal 32

(1) Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diumumkan bagian
demi bagian dihitung mulai tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.

(2) Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang
terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang
diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau
ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Pasal 33

Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam:
a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;
b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya
jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali

untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran
Penciptanya.

Pasal 34

Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang
dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan
bagi Ciptaan yang dilindungi:

a. selama 50 (lima puluh) tahun;

b. selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima
puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dimulai sejak 1
Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut
diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah
Pencipta meninggal dunia.

BAB IV
PENDAFTARAN CIPTAAN
Pasal 35

(1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat
dalam Daftar Umum Ciptaan.

(2) Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai
biaya.



(3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari
Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.

(4) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

Pasal 36

Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti
sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang
didaftar.

Pasal 37

(1) Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas
Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta
atau Kuasa.

(2) Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2
(dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau
penggantinya dengan dikenai biaya.

(3) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat
Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan
terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap.

(4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar
pada Direktorat Jenderal.

(5) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan
terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan ditetapkan
dengan Keputusan Presiden.

Pasal 38

Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan
hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan, Permohonan
tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan
hak tersebut.

Pasal 39

Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain:

nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;

tanggal penerimaan surat Permohonan;

tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37; dan
nomor pendaftaran Ciptaan.

PO T



Pasal 40

(1) Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya
Permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap menurut Pasal 37,
atau pada saat diterimanya Permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37
dan Pasal 38 jika Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau satu
badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita
Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 41

(1) Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut Pasal 39
yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan
yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.

(2) Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas
permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan
dikenai biaya.

(3) Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi
Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 42

Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal
39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan
gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.

Pasal 43

(1) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang
namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau
Pemegang Hak Cipta, dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permintaan
tertulis Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mempunyai nama dan
alamat itu dengan dikenai biaya.

(2) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat tersebut diumumkan dalam
Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 44

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena:

a. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang
namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

b. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30,
dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32;

C. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.

BAB V



LISENSI
Pasal 45

(1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain
berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk
seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

(3) Kecualidiperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti
kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.

(4) Jumlah royalti yang waijib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh
penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Pasal 46

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri
atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 47

(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan
akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan
yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian
Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.

(3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang
memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan
Keputusan Presiden.
BAB VI
DEWAN HAK CIPTA
Pasal 48

(1) Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan
pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta.
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Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil
organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di
bidang Hak Cipta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul
Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja,
pembiayaan, masa bakti Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibebankan kepada anggaran belanja departemen yang melakukan
pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

BAB VII
HAK TERKAIT
Pasal 49

Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak
lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan
rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau
melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau
menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.

Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau
melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak,
dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau
tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

Pasal 50

Jangka waktu perlindungan bagi:

a. Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut
pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media
audio atau media audiovisual;

b. Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun
sejak karya tersebut selesai direkam;

C. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak
karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah:

a. karya pertunjukan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke
dalam media audio atau media audiovisual;

b. karya rekaman suara selesai direkam;
C. karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.



Pasal 51

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6,
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 huruf b dan huruf c,
Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28,
Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42,
Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, Pasal 53,
Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61,
Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70,
Pasal 71, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 berlaku mutatis mutandis
terhadap Hak Terkait.

BAB VIlI
PENGELOLAAN HAK CIPTA

Pasal 52

Penyelenggaraan administrasi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-
undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 53

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan
informasi Hak Cipta yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi
tentang Hak Cipta seluas mungkin kepada masyarakat.

BAB IX
BIAYA
Pasal 54

(1) Untuk setiap pengajuan Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum
Ciptaan, pencatatan pengalihan Hak Cipta, pencatatan perubahan nama
dan/atau alamat, pencatatan perjanjian Lisensi, pencatatan Lisensi wajib,
serta lain-lain yang ditentukan dalam Undang-undang ini dikenai biaya yang
besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara
pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Keputusan Presiden.

(3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan
dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB X



PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 55

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi
hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;
mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;

mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau

mengubah isi Ciptaan.

cooTw

Pasal 56

(1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada
Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan
terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.

(2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar
memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang
diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan iimiah, pertunjukan
atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

(3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang
lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan
pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau
Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak
Cipta.

Pasal 57

Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak
berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik
memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak
digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang
berkaitan dengan kegiatan komersial.

Pasal 58

Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 59
Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib
diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan
didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan.

Pasal 60

(1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan
Niaga.



(2) Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan
diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama
dengan tanggal pendaftaran.

(3) Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling
lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan.

(4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan,
Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.

(5) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama
60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Pasal 61

(1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari
setelah gugatan didaftarkan.

(2) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari
setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga
puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

(3) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat
secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut
harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta
dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut
diajukan suatu upaya hukum.

(4) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat
belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

Pasal 62

(1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi.

(2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling
lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan
kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan
mendaftarkan kepada Pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut.

(3) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang
bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima
tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama
dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pasal 63
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Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera
dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi
didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).

Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling
lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.

Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera
paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi
menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan panitera
wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling
lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.

Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan
kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 64

Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan
hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima
oleh Mahkamah Agung.

Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling lama
60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah
Agung.

Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan
puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan
tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi
kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan atas permohonan
kasasi diucapkan.

Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling
lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diterima oleh panitera.

Pasal 65

Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal
56, para pihak dapat menyelesaikan perselisinan tersebut melalui arbitrase atau
alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 66



Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55,
Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan
tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.

BAB Xl
PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN
Pasal 67

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat
menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk:

a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya
mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta
atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan
importasi;

b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta
atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya
penghilangan barang bukti;

C. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan
bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak
atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak Pemohon tersebut
memang sedang dilanggar.

Pasal 68

Dalam hal penetapan sementara pengadilan tersebut telah dilakukan, para pihak
harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk hak untuk didengar bagi
pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut.

Pasal 69

(1) Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara
pengadilan, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah,
membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 huruf a dan huruf b dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak dikeluarkannya penetapan sementara pengadilan tersebut.

(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan sementara
pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 70
Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat
menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas
segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut.

BAB XIl
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PENYIDIKAN
Pasal 71

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;

b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang
diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;

C. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan
dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak
Cipta;

€. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat
barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;

f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian
terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat
dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta;
dan

0. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIll
KETENTUAN PIDANA
Pasal 72

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan
ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1
(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta
rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan,
atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran
Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana



dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan
untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal
55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 73

(1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau
Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana
tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat
unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 74

Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan
di bidang Hak Cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini,
tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru
berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 75



Terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat
Jenderal berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, masih berlaku pada saat
diundangkannya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku untuk selama sisa
jangka waktu perlindungannya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76

Undang-undang ini berlaku terhadap:

a. semua Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum
Indonesia;

b. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk
Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan
untuk pertama kali di Indonesia;

C. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk
Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan:

() negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak
Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau

(i) negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau
peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan
Hak Cipta.

Pasal 77

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982
tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun
1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Undang-undang ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,

ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan ll,

ttd

Edy Sudibyo



TRANSKIP WAWANCARA

Hasil wawancara dengan,

Nama :Sri Astuti, M.IP

Jabatan :Kobid Layanan Umum

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Januari 2013 pukul 13.00

Keterangan : A (Peneliti)

B (Narasumber)

(1) A: Sejauh mana pengetahuan anda tentang Undangrgriak cipta?

B: jujur saya kurang begitu tahu tentang Hak Ciptaadasarkan pengetahuan
saya, Undang-Undang Hak Cipta adalah undang-ungamg melindungi
karya seseorang, karena tidak semua orang dapaghemgikan karya,

untuk mendapat perlindungan baik itu hak moral rmaugkonomi.

(2) A: Apa saja koleksi tercetak di perpustakaan yahigddingi Hak Cipta?

B: Ya semua koleksi yang memiliki hak cipta.

(3) A: Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan ptakasn UIN Sunan
Kalijaga terkait dengan Hak Cipta dalam mengettsla melayankan sumber

informasi cetaknya?



B: Di Perpustakaan UIN melindungi Hak Cipta, setiajku yang menjadi
koleksi adalah hasil pembelian atau hadiah tidakge mengopi buku
untuk pengadaan, kecuali skripsi, karena skripaladdcampur tangan dari

institusi penulis hanya memiliki hak intelektuajasdDan itu tetap dihargai.

(4) A: Dalam UU Hak Cipta pasal 15 huruf (a) disebutkBenggunaan Ciptaan
pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitipenulisan karya ilmiah,
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjasizetu masalah dengan tidak
merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta’nidat anda kepentingan
yang dimaksud UU tersebut yang seperti apa?

B: Kepentingan yang wajar itu ya mencantumkan sumjaesaat mengutip,
tidak untuk di komersilkan. Banyak mahasiswa yangnjplak tanpa
menyantumkan sumbernya.

(5) A: Apakah membuat salinan (fotokopi) merupakan pgd@ran Hak Cipta?

B: Kalo menurut saya tidak melanggar, karena ukegentingan pendidikan.
Dan untuk masalah menyalahgunakan itu sudah bukamjadh
tanggungjawab perpustakaan. Karena perpustakadirisgrdah memberi
aturan hanya diperbolehkan mengopi bab satu dampgekn.

(6) A: Selama Anda menjadi pustakawan bagaimana pangalaAnda tentang
pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di perpustakaan?

B: Selama saya menjadi pustakawan belum ada peemgdiak cipta di

perpustakaan.



(7) A: Siapa yang paling bertanggungjawab dalam masaiah
B: Selain tanggungjawab individu juga ada tanggamgp dosen
pembimbing, karena seharusnya bisa mengontrol nsavesya apakah

karya yang diciptakan asli atau menjiplak milik regdain.

(8) A: Apa harapan Anda dengan adanya Hak Cipta?

B: Dengan adanya hak cipta lembaga dipermudatlpitséga masih kuranhg
jelas mengenai batasan-batasan tentang kewajargospegkaan dalam

menggunakan hak cipta walaupun sudah dilindungi.

Ttd.



TRANSKIP WAWANCARA
Hasil wawancara dengan,
Nama : Nasrudin
Jabatan : Pustakawan Madya
Waktu/Tanggal: Sabtu, 04 Januari 2013
Keterangan : A (Pertanyaan Peneliti)
B (Jawaban Narasumber)

(1) A: Sejauh mana pengetahuan anda tentang Undangrgriaak cipta?

B: Penerbitan ada Undang-Undang Hak Cipta, kitaktisemena-mena untuk

menggandakan.

(2) A: Apa saja koleksi tercetak di perpustakaan yahgddingi Hak Cipta?

B: Semua buku atau koleksi, buku yang lebih dilimgiu

(3) A: Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan ptkasn UIN Sunan
Kalijaga terkait dengan Hak Cipta dalam mengettala melayankan sumber
informasi cetaknya?

B: Aturan fotokopi di Perpustakaan UIN hanya babdan 5 atau kesimpulan
masih dalam batas wajar, karena untuk kepentingademnik. Kalaupun
ada koleksi digital belum optimal. Dan menurut shywnload dengan
fotokoi sama saja.

(4) A: Dalam UU Hak Cipta pasal 15 huruf (a) disebutkBenggunaan Ciptaan
pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitipanulisan karya ilmiah,
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjasizetu masalah dengan tidak
merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta’nidat anda kepentingan
yang dimaksud UU tersebut yang seperti apa?

B: tidak menggandakan semena-mena apalagi dipdxgliahn.



(5) A: Apakah membuat salinan (fotokopi) merupakan pgdaran Hak Cipta?

B: Fotokopi tidak dianggap sebagai pelanggarareriaselain dalam lingkup
pendidikan, dan untuk kepentingan akademika lebithappelestarian dan
tersebarnya informasi. Akan tetapi untuk buku-bléih baik mendapat
izin dari penerbit.

(6) A: Selama Anda menjadi pustakawan bagaimana pengalaAnda tentang
pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di perpustakaan?

B: Selama saya bekerja 30 tahun di Perpustakaagaja@nan negatif belum

ada.

(7) A: Siapa yang paling bertanggungjawab dalam masaiah

B: Selain tanggungjawab moral masing-masing jugaedokarena yang
mengawasi dalam perkuliahan.

(8) A: Apa pendapat Anda dengan adanya Hak Cipta?

B: Undang-Undang Hak Cipta mempermudah.

Ttd.



TRANSKIP WAWANCARA
Hasil wawancara dengan,
Nama > Irhamni
Jabatan : Pustakawan layanan Multimedia
Waktu/Tanggal: Kamis, 09 Januari 2013
Keterangan : A (Pertanyaan Peneliti)
B (Jawaban Narasumber)

(1) A: Sejauh mana pengetahuan anda tentang Undangrdrhk cipta?

B: Sepengetahuan saya yang namanya Hak Cipya dadakapencipta dalam
menggunakan dan mengatur karyanya.

(2) A: Apa saja koleksi tercetak di perpustakaan yahgddingi Hak Cipta?

B: Semua hasil karya seseorang, baik yang adaadi#ay serial, sirkulasi,
referensi.

(3) A: Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan ptakasn UIN Sunan
Kalijaga terkait dengan Hak Cipta dalam mengettala melayankan sumber
informasi cetaknya?

B: Saya sangat setuju dengan pendapat dalam gasabuit, asalkan sumber
informasi dicantumkan, artinya adanya etika atatakan izin dalam

penggunaan ciptaan orang lain yang akan kita gunakangan



menyebutkan sumber informasinya, dengan demikiaabikgp suatu saat
sumber informasinya mengetahui tidak akan commlaimgan hal tersebut.
(4) A: Dalam UU Hak Cipta pasal 15 huruf (a) disebutkBenggunaan Ciptaan
pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitipanulisan karya ilmiah,
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjasizatu masalah dengan tidak
merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta’nidat anda kepentingan
yang dimaksud UU tersebut yang seperti apa?

B:Saya sangat setuju dengan UU tersebut, asalkarmasi dicantumkan,
artinya adanya etika atau katakan izin dalam pemagu ciptaan orang lain
yang akan kita gunakan dengan menyebutkan sumbermiasinya,
dengan demikian apabila suatu saat sumber infonymsnengetahui tidak
akan complain dengan hal tersebut.

(5) A: Apakah membuat salinan (fotokopi) merupakan pgdaran Hak Cipta?

B: pertanyaanny sebenarnya hamper mirip intinyagdenno 3 mbak,

menurut saya seperti pendapat di atas. Fotocopi tichnggap pelanggaran

selama untuk keperluan pendidikan seperti dalamml9 ps 5, asal sumber
informasinya dicantumkan.

(6) A: Selama Anda menjadi pustakawan bagaimana pengalaAnda tentang
pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di perpustakaan?

B: sementara ini menurut saya masih dalam bataar wagi belum dikatakan

pelanggaran.

(7) A: Siapa yang paling bertanggungjawab dalam masaiah



B:

(8) A:

kembali kepada individu, menurut saya selama amarang yang
melanggar tsb masih punya tentunya merasa bersddah harusnya
bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan harustaraya kontrol dari
dosen yang membimbing skripsi.

Apa harapan Anda dengan adanya Hak Cipta?

. penelitian ini tentunya diharapkan sumbangsihmytuk kepentingan hak

cipta yang tentunya berkaitan dengan yang adarguB&kaan, seperti hak
cipta skripsi misalnya. Karena ini berkaitan dengaoduk hokum tentu
perlu adanya kejelasan (misalnya seperti batasajar wseeperti yang
ditanyakan tadi)sehingga akan sangat bermanfaattingan bagi

Perpustakaan.

Ttd.



TRANSKIP WAWANCARA
Hasil wawancara dengan,
Nama : Nuryatie Achmad RA
Jabatan : Pustakawan Madya
Waktu/Tanggal: Kamis, 10 Januari 2013 pukul 11.30
Keterangan : A (Pertanyaan Peneliti)

B (Jawaban Narasumber)

(1) A: Sejauh mana pengetahuan anda tentang Undangrgrhk cipta?
B: Secara arti bahasa saya tidak tahu, sejauh saygytahu Hak cipta adalah
hak milik yang menciptakan, tidak boleh diambihatiahkan untuk bukupun
kalo misal mengopi harus izin, tapi buku kadangdedgnya sekali mencetak
dia gag terbit lagi. Dengan fotokopi yang marakpikbuku sudah umum,
sehingga hak cipta kadang sering di abaikan.

(2) A: Apa saja koleksi tercetak di perpustakaan yalhgddingi Hak Cipta?
B: buku-buku umum atau sirkulasi dan referensi.

(3) A: Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan ptakasn UIN Sunan
Kalijaga terkait dengan Hak Cipta dalam mengettala melayankan sumber

informasi cetaknya?



B: Setiap buku yang ada di UIN asli, karena didawamerintah itu wajib.
Kalo mau fotokopi gak ada buku aslinya gag boleletka sering ada
pemeriksaan.

(4) A: Dalam UU Hak Cipta pasal 15 huruf (a) disebutkBenggunaan Ciptaan
pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitipanulisan karya ilmiah,
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjasizatu masalah dengan tidak
merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta’nidat anda kepentingan
yang dimaksud UU tersebut yang seperti apa?

B: Wajar itu tidak untuk diperdagangkan. Karena asswa sendiri mengopi
hanya bab-bab yang penting.

(5) A: Apakah membuat salinan (fotokopi) merupakan pgdaran Hak Cipta?

B: Ya itu merupakan pelanggaran, penulis dan péngdmg orientasinya

hanya hak ekonomi, tapi sebagai perpustakaan fiagas memberikan

informasi selebar-lebarnya.

(6) A: Selama Anda menjadi pustakawan bagaimana pengalaAnda tentang
pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di perpustakaan?

B: Sejauh ini mungkin penjiplakan yang dilakukan hassiswa, pernah

penerbit Erlangga memberikan surat edaran agar-bukunya tidak dikopi.

(7) A: Siapa yang paling bertanggungjawab dalam masaiah
B: Dosen pembimbing yang seharusnya mengoreksi ahpakahasiswi

bimbingannya menjiplak atau menggunkan karya lain.

(8) A: Apa harapan Anda dengan adanya Hak Cipta?



B: Saya berharap dengan adanya penelitian ini dapagetahui celah-celah
adanya pelanggaran aturan yang berlaku di UIN. @@pat mengetahui

secara jelas mengenai Hak Cipta agar dapat dijadkeuan untuk

menjadikan perpustakaan lebih baik lagi.

Ttd.



TRANSKIP WAWANCARA

Hasil wawancara dengan,

Nama : Retno Jumilah

Jabatan : Pustakawan

Waktu/Tanggal: Senin, 14 Januari 2013 pukul 10.30

Keterangan : A (Pertanyaan Peneliti)

B (Jawaban Narasumber)

(1) A: Sejauh mana pengetahuan anda tentang Undangrgrhk cipta?

B:Saya kurang tahu Mbk Hak Cipta itu rincinya, seggtahuan saya, dalam
perpustakaan selama tidak diperjualbelikan tidkltdkan melanggar Hak
Cipta. Karena hanya membantu mahasiswa, kalo dibpio disini
mahasiswa rugi karena harganya lebih mahal, lehik beli yang asli.
Perpustakaan ada untuk memfasilitasai mahasiswg yidak mampu
membeli buku, apabila mahasiswa mampu membeli gakmending pada
beli semua Mbk, jadi gag ada pelanggaran Hak Cipialu sempat
dibedakan biaya fotokopi, sirkulasi 100 dan referelb0, tapi masalah
keuangannya jadi kacau.

(2) A: Apa saja koleksi tercetak di perpustakaan yalhgddingi Hak Cipta?



B: Koleksi yang dilindungi seperti buku-buku yandaadilantai 3 dan 4
sirkulasi, juga referensi.

(3) A: Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan ptkasn UIN Sunan
Kalijaga terkait dengan Hak Cipta dalam mengettala melayankan sumber
informasi cetaknya?

B: Memandang dari itu, seketat-ketatnya peraturao kngin berbuat jahat
bisa saja download dari internet. Nanti kedeparskygsi mau online jadi
akan lebih terbuka mana yang menjiplak atau tidak.

(4) A: Dalam UU Hak Cipta pasal 15 huruf (a) disebutkBenggunaan Ciptaan
pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitipanulisan karya ilmiah,
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjasizatu masalah dengan tidak
merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta’nidat anda kepentingan
yang dimaksud UU tersebut yang seperti apa?

B: Kepentingan yang wajar adalah tidak untuk dipshQelikan, kalaupun
mengopi untuk digunakan sendiri.

(5) A: Apakah membuat salinan (fotokopi) merupakan pgdaran Hak Cipta?

B: Ya seperti yang saya katakan tadi, tidak dikatagelanggaran selagi itu
tidak untuk diperjualbelikan saya rasa tidak metmmgdan lagi sebenarnya
banyak cara untuk melanggar tidak cuma mengopknbéogi sekarang
sangat maju, jadi dengan mudah menyalin sehariapedpustakaan,

download.



(6) A: Selama Anda menjadi pustakawan bagaimana pengalaAnda tentang
pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di perpustakaan?

B: Selama saya menjadi pustakawan belum pernahkasias pelanggaran
yang besar, hanya pernah dari penerbit mengiringkaat edaran untuk
tidak mengopi buku-buku terbitannya.

(7) A: Siapa yang paling bertanggungjawab dalam masaiah

B: Selain tanggungjawab individu dari mahasiswaetiopembimbing sangat

berperan karena melakukan koreksi terhadap pemeliti
(8) A: Apa harapan Anda dengan adanya Hak Cipta?
B: Harapan saya dengan adanya penelitian ini mekamekontribusi bagi

perpustakaan.

Ttd.



TRANSKIP WAWANCARA

Hasil wawancara dengan,

Nama : Siti Pamularsih

Jabatan : Kour Pengembangan Koleksi

Waktu/Tanggal: Senin, 14 Januari 2013 pukul 09.30

Keterangan : A (Pertanyaan Peneliti)

B (Jawaban Narasumber)

(1) A: Sejauh mana pengetahuan anda tentang Undangrgrhk cipta?

B: Hak cipta itu pada dasarnya tidak melanggar katok urusan pendidikan,
kalo kita mengopi untuk kepentingan perpustakaga jidak banyak, dan
itu merupakan jalan terakhir apabila mahasiswa mmi&nggkan buku yang
sudah tidak ada dipasaran tetapi sering digunakamasiswa, diwajibkan
bagi yang menghilangkan mengganti buku yang sans lf@okopi
sebanyak dua eksemplar dan membayar biaya pengdahasar sepuluh
ribu.

(2) A: Apa saja koleksi tercetak di perpustakaan yalhgddingi Hak Cipta?

B: Koleksi yang berbentuk buku, majalah, jurnal sardilindungi hak cipta.



(3) A: Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan ptakasn UIN Sunan
Kalijaga terkait dengan Hak Cipta dalam mengettsla melayankan sumber
informasi cetaknya?

B: Perpustakaan UIN sangat melindungi Hak Ciptéiggekebijakan yang
diputuskan sangat menghormati Hak Cipta.

(4) A: Dalam UU Hak Cipta pasal 15 huruf (a) disebutkBenggunaan Ciptaan
pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitipanulisan karya ilmiah,
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjasizatu masalah dengan tidak
merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta’nidat anda kepentingan
yang dimaksud UU tersebut yang seperti apa?

B:Kepentingan yang wajar adalah hanya untuk kepgati kita tidak untuk
diperjualbelikan.

(5) A: Apakah membuat salinan (fotokopi) merupakan pgdaran Hak Cipta?

B: Asalkan itu masih dalam batas wajar hanya urkagentingan kita,
menurut saya tidak melanggar. Intinya bagaimaregpdiigan prakteknya.

(6) A: Selama Anda menjadi pustakawan bagaimana pengalaAnda tentang
pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di perpustakaan?

B: Saya belum pernah menemukan pelanggaran yarmy, bedapun ada itu
kembali pada individu. Maksudnya dalam penggunaara@akah
penjiplakan atau tidak menyebutkan sumbernya.

(7) A: Siapa yang paling bertanggungjawab dalam masaiah



B: Dosen pembimbing, karena dosen pembimbing yanga dekat dengan

mahasiswa.
(8) A: Apa harapan Anda dengan adanya Hak Cipta?

B: Jangan ada plagiat, adanya Undang-Undang ydag feengenai batas

kewajaran.

Ttd.



TRANSKIP WAWANCARA
Hasil wawancara dengan,
Nama : Zaenal Arifin, S. Sos.i. S.IPI
Jabatan : Kour Referensi
Waktu/Tanggal: Sabtu, 09 Januari 2013
Keterangan : A (Pertanyaan Peneliti)

B (Jawaban Narasumber)

(1) A: Sejauh mana pengetahuan anda tentang Undangrgriaak cipta?

B: Semua karya dilindungi Undang-Undang.

(2) A: Apa saja koleksi tercetak di perpustakaan yahgddingi Hak Cipta?

B: Semua kolekasi karya cetak mempunya Hak Ciptaterla ada

penciptanya.

(3) A: Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan ptakasn UIN Sunan
Kalijaga terkait dengan Hak Cipta dalam mengettala melayankan sumber
informasi cetaknya?

B: Kebijakan di Perpustakaan UIN dalam hal fotokdleksi sirkulasi
memang tidak dibatasi, berbeda dengan koleksi skdipatasi bab 1, 2
dan 5 sedangkan untuk download digital bab 1 dsaj

(4) A: Dalam UU Hak Cipta pasal 15 huruf (a) disebutkBenggunaan Ciptaan
pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitipenulisan karya ilmiah,
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjagizetu masalah dengan tidak
merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta’niMat anda kepentingan

yang dimaksud UU tersebut yang seperti apa?



B: Penggunaa secara wajar saya kurang tau Mbkn&a&ya tidak mengerti
Hak Cipta.
(5) A: Apakah membuat salinan (fotokopi) merupakan pgdaran Hak Cipta?
B: Menurut saya mengopi tidak termasuk pelaggarkarena justru
mempermudah bahkan lebih bagus lagi jika semua paselitian di upload
agar tidak ada lagi mengopi dan kegiatan pembajaitan plagiat dapat
terkontrol dengan mudabh.
(6) A: Selama Anda menjadi pustakawan bagaimana pengalaAnda tentang
pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di perpustakaan?
B: Belum pernah ada pengalaman menyangkut hukumyahaaya pernah
melihat karya yang mirip antara satu dan lainnya.
(7) A: Siapa yang paling bertanggungjawab dalam masaiah
B: selain tanggungjawab individu juga menjadi tamggawab dosen
pembimbing.
(8) A: Apa harapan Anda dengan adanya Hak Cipta?
B: Harapan saya ada kejelasan, agar kita tau matagdn kewajaran dalam

perpustakaan.

Ttd.



TRANSKIP WAWANCARA
Hasil wawancara dengan,
Nama . Edi Prasetya
Jabatan : Staff IT Perpustakaan
Waktu/Tanggal: 14 Januari 2013 pukul 14.00
Keterangan : A (Pertanyaan Peneliti)

B (Jawaban Narasumber)

(1) A: Sejauh mana pengetahuan anda tentang Undangrgrhk cipta?
B: Hak cipta adalah Undang-Undang untuk melindkagiya seseorang,
agar menyebutkan namanya saat mengutip, dan idaikian plagiat.

(2) A: Apa saja koleksi tercetak di perpustakaan yalhgddingi Hak Cipta?
B: Semua karya, termasuk buku-buku yang menjadeKsdl semua
mempunyai hak cipta.

(3) A: Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan ptkaan UIN Sunan
Kalijaga terkait dengan Hak Cipta dalam mengeldden melayankan

sumber informasi cetaknya?



B: Menurut saya kebijakan perpustakaan UIN sangahpertimbangkan

Hak Cipta, terbukti dengan SOP Perpustakaan UINg ydigunakan

sebagai barometer dari instansi-instansi yang bettdchwah Kemenag.
(4) A: Dalam UU Hak Cipta pasal 15 huruf (a) disebutk&®enggunaan

Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikamgbi&an, penulisan

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan krétlu tinjauan suatu

masalah dengan tidak merugikan kepentingan yangrvdajri pencipta”.

Menurut anda kepentingan yang dimaksud UU tersgmnyg seperti apa?

B: Kepentingan yang wajar itu yang tidak untuk &jikomersil dan tidak
melakukan menggunakan karya orang lain untuk tuyemy salah,
misalnya memplagiat.

(5) A: Apakah membuat salinan (fotokopi) merupakan mgd@ran Hak

Cipta?

B: Menurut saya tidak melanggar, karena untuk kepgan pendidikan
bukan dikomersilkan, kalo masalah plagiat itu sutaiggungjawab
individu.

(6) A:Selama Anda menjadi pustakawan bagaimana pengaladnda
tentang pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di pegkaan?

B: Saya kan dulu dibagian multimedia jadi melayar@hasiswa yang
memberikan tugas akhirnya ke perpustakaan, bankekss yang
judulnya sama hanya beda tempat, isinya juga sama.

(7) A: Siapa yang paling bertanggungjawab dalam masaiah



B: Dosen adalah salah satu yang mempunyai peramgearhadap hasil
karya mahasiswa. Terutama dosen pembimbing, apdaiya
mahasiswanya hasil plagiat atau bukuan. Hal inugrara menjadi
perhatian tersendiri terhadap cuality control getianiversitas.
Contohnya di Amikom, disana pengendali judul addapsatu orang,
sehingga kontrol terhadap judul lebih terkendanghn hal semacam
ini akan menutup adanya plagiat. Apalagi jika serhasil karya di
unggah di media masa, kontrol sosial lebih luas.

(8) A: Apa harapan Anda dengan adanya Hak Cipta?
B: Adanya rasa tanggungjawab moral individu teripakizrya orang lain,

dan berkurangnya budaya plagiat.

Ttd.



TRANSKIP WAWANCARA
Hasil wawancara dengan,
Nama : Ngadiman
Jabatan . Staff Bidang Sirkulasi/ Layanan Fotokopi
Waktu/Tanggal: Senin, 11 Januari 2013 pukul 17.00
Keterangan : A (Pertanyaan Peneliti)

B (Jawaban Narasumber)

(1) A: Sejauh mana pengetahuan anda tentan Undangagmad cipta?
B: Memberi penguat untuk orang-oarang yang mempucij#aan agar
mendapat perlindungan. Agar dilindungi dengan pehabi orrang-orang
yang berkecimpung dalam membuat karya.

(2) A: Apa saja koleksi tercetak di perpustakaan yalhgddingi Hak Cipta?
B: Karya-karya seperti buku, macam-skripsi, noaedm. Kalau ada yang

dompleng kan kena sangsi. Misalnya ngopi.



(3) A:Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan pexkaah UIN Sunan
Kalijaga terkait dengan Hak Cipta dalam mengettsla melayankan sumber
informasi cetaknya?

B:Memang dulu dibatasi, tapi karena perkembangawafatidak memungkiri,
banyaknya teknologi yang memungkinkan selain fopokaapi sekarang
diperbolehkan semua bab mulai tahun 2003.

(4) A: Dalam UU Hak Cipta pasal 15 huruf (a) disebutk@anggunaan Ciptaan
pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitp@enulisan karya ilmiah,
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjasaatu masalah dengan
tidak merugikan kepentingan yang wajar dari peafipMenurut anda
kepentingan yang dimaksud UU tersebut yang semaaf?

B: Untuk diperjual belikan, sedangkan di UIN bew untuk membantu

mahasiswa bukan dibisniskan.

A: Apakah membuat salinan (fotokopi) merupakan mgd@ran Hak Cipta?

B: Biarpun ada UU Hak Cipta, karena disini sifatrgleademis, maksud
tujuan fotokopi kan untuk belajar. Untuk mendukumsgja agar
pengetahuan berkembang, bukan untuk tujuan kom&sjarahnya itu
dulu kerjasama dengan pengusaha UD Kondang Jagaugaima fotokopi
pada tahun 1998 karena Kondang Jaya merasa ragidetuai target kita
putus hubungan, untuk menanggulangi bagi mahsisaag yingin
fotokopi ditampung, lalu diambil besok pagi. Jadgawai tetap berusaha

memfasilitasi. Akhirnya berdasarkan persetujuan @ar Kepala kita



mengangsur mesin fotokopi seharga 12 Juta, dikaskiu dua tahun
untuk melunasi, tetapi sebelum dua tahun sudatslud@benarnya kita
sudah minta tapi dari rektor bagian kebijakan gakhgh mengabulkan.
Akhirnya fotokopi dikelola oleh pegawai dengan daman atau koperasi
pegawai. Pada tahun 2009 pihak rektorat membetubaansebanyak 2
unit mesin fotokopi yang diletakan di TU untuk cgonal administrasi
perkantoran.
(5) A: Selama Anda menjadi pustakawan bagaimana pengalaAnda tentang
pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di perpustakaan?
B: Tidak ada Mbk,
(6) A: Siapa yang paling bertanggungjawab dalam masaiah
B: Tanggungjawab masing-masing.
(7) A: Apa harapan Anda dengan adanya Hak Cipta?

B: Lebih menghargai adanya hak cipta.

Ttd.



TRANSKIP WAWANCARA
Hasil wawancara dengan,
Nama : Suharyanto
Jabatan : Koordinator Bidang TI
Waktu/Tanggal: Rabu, 16 Januari 2013
Keterangan : A (Pertanyaan Peneliti)
B (Jawaban Narasumber)

(1) A: Sejauh mana pengetahuan anda tentang Undangrgriaak cipta?

B: Hak Cipta adalah Undang-Undang yang mengatwakaeseorang untuk

melindungi karyanya.

(2) A: Apa saja koleksi tercetak di perpustakaan yahgddingi Hak Cipta?
B:Semua koleksi dilindungi baik cetak maupun digitsamun dalam hal
batasan fotokopi perpustakaan mempunyai kebijakasil penelitian hanya
dapat diambil bab 1 dan bab penutup. Untuk kols&kiin itu seperti kliping,
jurnal, buku-buku tidak dibatasi.

(3) A: Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan ptakasn UIN Sunan
Kalijaga terkait dengan Hak Cipta dalam mengettala melayankan sumber
informasi cetaknya?

B: Intinya perpustakaan sangat menghormati namddyh Hak Cipta,
walupun tugas utama perpustakaan adalah menyebari@masi atau
tempat rujukan untuk mendapatkan informasi. Akartapie untuk
memfasilitasi pemustaka kita berpedoman informasing ada
diperpustakaan harus dilindungi namun tetap mdikaba Karenanya kita
punya regulasi bahwa koleksi skripsi yang disebadda label UIN Sunan

Kalijaga sebagailnstitutional Repository tidak pernah menyebarkan



skripsi UNY, UAD. Berkaitan juga dengan UU serahn@a karya rekam
dan cetak.

(4) A: Dalam UU Hak Cipta pasal 15 huruf (a) disebutkBenggunaan Ciptaan
pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitipanulisan karya ilmiah,
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjasizetu masalah dengan tidak
merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta’nidat anda kepentingan
yang dimaksud UU tersebut yang seperti apa?

B: Maksud dari kepentingan yang wajar adalah tidaknggandakan,
menyebarluaskan untuk tujuan komersil.

(5) A: Apakah membuat salinan (fotokopi) merupakan mpgdaran Hak Cipta?

B: Ya melanggar, tapi perpustakaan belum pernalakakén pengadaan dari
hasil fotokopi semua adalah buku-buku asli, kecbalyi buku-buku yang
dihilangkan mahasiswa yang sudah tidak ada dipasdaa sangat banyak
yang membutuhkan.Hal itu merupakan jalan terakhir.

Berkaitan dengan fotokopi juga dilematis, fotokopeélanggar norma bukan
melanggar hak cipta.

(6) A: Selama Anda menjadi pustakawan bagaimana pengalaAnda tentang
pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di perpustakaan?

B: Perpustakaan pernah mendapat teguran karenaggala Pro-Quest. Tapi
untuk buku-buku belum pernah mendapat teguran elmacamnya.

(7) A: Siapa yang paling bertanggungjawab dalam masaiah
B: Kekuatan hukum Hak Cipta memang belum sepenuliitgaapkan dan

ditaati semua lapisan, itu memang sulit karena isbriddonesia belum
bisa seperti Negara lain yang mau bahkan mampu elekddeksi sendiri.
Itu yang menjadi dasar kita, perpustakaan berragt lntuk memfasilitasi
mahasiswa dalam pemenuhan kebutuhan akan inforidakupun ada
pelanggaran yang dilakukan mahasiswa selain tamgamuab individu
juga dosen sebagai pembimbing, bukan termasuk wagiEVab

perpustakaan karena perpustakaan hanya menjalardas



(8) A: Apa harapan Anda dengan adanya Hak Cipta?
B: Nanti setiap mahasiswa menghormati Undang-Unddak Cipta. Saya
sangat senang sekali Anda menulis tentang Hak Cagar kita dapat
mengetahui bagaimana cara meghormati Undang-Unddalg Cipta

karena masalah ini masih abu-abu.

Ttd.



TRANSKIP WAWANCARA
Hasil wawancara dengan,
Nama : Ida Nur ‘aini Hadna
Jabatan : Kobid Layanan Umum
Waktu/Tanggal: Jum’at, 11 Januari 2013 pukul 11.30
Keterangan : A (Pertanyaan Peneliti)

B (Jawaban Narasumber)

(1) A: Sejauh mana pengetahuan anda tentang Undangrgrhk cipta?

B: Saya gag tau persis, setahu saya hak milik sssgohak cipta, hak paten,
untuk melindungi hasil karya baik itu skripsi.

(2) A: Apa saja koleksi tercetak di perpustakaan yalhgddingi Hak Cipta?

B: Artikel, jurnal, buku-buku, skripsi semua dilunagi hak cipta.

(3) A: Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan ptakasn UIN Sunan
Kalijaga terkait dengan Hak Cipta dalam mengettala melayankan sumber
informasi cetaknya?

B: Perpustakaan UIN mempunyai kebijakan bahwa sediaipsi, tesis dan

disertasi hanya boleh dikopi bab 1,2 dan kesimpuaau bab 5.



Perpustakaan lain juga pasti mempunyai kebijakardiseberdasarkan
alasan tertentu.

(4) A: Dalam UU Hak Cipta pasal 15 huruf (a) disebutkBenggunaan Ciptaan
pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitipanulisan karya ilmiah,
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjasizatu masalah dengan tidak
merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta’nidat anda kepentingan
yang dimaksud UU tersebut yang seperti apa?

B: Kepentingan yang wajar adalah tidak untuk diparjpelikan, juga tidak
mengutip dan menyebarluaskan sembarangan.

(5) A: Apakah membuat salinan (fotokopi) merupakan pgdaran Hak Cipta?

B: Mengopi jika untuk diperjualbelikan melanggarkheipta, namun jika
untuk kepentingan individu dan dalam batas wajauaeyang ditentukan
yaitu bab 1,2 dan 3 tidak melanggar hak cipta.

(6) A: Selama Anda menjadi pustakawan bagaimana pengalaAnda tentang
pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di perpustakaan?

B: Dulu pernah kita mendapat teguran dari Erlanggar tidak mengopi
buku-buku terbitannya. Sepertinya itu tidak hanya WIN tapi kesemua
Universitas di Yogykarta. ladKasus terbaru saat adia pegawai yang
menyalahgunakan skripsi untuk dipinjamkan kepada&asiawa luar tanpa
melalui proses. Sehingga baru-baru ini Kepala Pgggaan mengeluarkan

edaran kepada pegawai.



(7) A: Siapa yang paling bertanggungjawab dalam masaiah

B: Dalam hal pelanggaran Hak Cipta selain tangquwgp dari masing-
masing mahasiswa, dosen pembimbing yang sangatt deé&agan
mahasiswa bimbingannya, sehingga harus diadakanterhldap karya
mahasiswi bimbingannya. Perpustakaan tidak bertargjgwab jika ada
tindakan plagiasi.

(8) A: Apa harapan Anda dengan adanya Hak Cipta?

B: Misalkan di UIN ada penguatan dari Pak Rektoka Undang-Undang
Hak Cipta dan di patenkan mungkin setiap mahaseskem jera, karena
yang terjadi saat ini perturan hanya tinggal peeatisaja. Dengan adanya
penelitian ini diharapakan dapat memberi kontribtsikait dengan

pemahaman Hak Cipiat di perpustakaan.

Ttd.



TRANSKIP WAWANCARA
Hasil wawancara dengan,
Nama : Widyastuti Kartini
Jabatan : Wakil Kepala Perpustakaan UIN Sunanadgaij Yogyakarta
Waktu/Tanggal: Jum’at, 18 Januari 2013 pukul 10.00
Keterangan : A (Pertanyaan Peneliti)

B (Jawaban Narasumber)

(1) A: Sejauh mana pengetahuan anda tentang Undangrgriaak cipta?

B: Hak Cipta melindungi hasil karya mereka, kargaag menciptakan susah
payah. Dengan adanya hak cipta agar tidak di dagikian, seharusnya jika
kita beli secara legal kan ada, tapi jika di fojpkatau digandakan penulis
tidak mendapat hak royalti.

(2) A: Apa saja koleksi tercetak di perpustakaan yalhgddingi Hak Cipta?

B: semua koleksi sirkulasi, dan referensi di petgkesan.



(3) A: Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan ptakasn UIN Sunan
Kalijaga terkait dengan Hak Cipta dalam mengettsla melayankan sumber
informasi cetaknya?

B: Untuk kebijakan diperpustakaan dalam kopi kalekgkulasi tidak ada
batasan, karena koleksi sirkulasi boleh dipinjadi jtidak ada batasan
kalaupun sudah dipinjam kita tidak tau diperlakukaperti apa.Tetapi ada
pengecualian untuk mahasiswa yang menghilangakkakdioyang sudah
tidak ada di pasaran, wajib menggantinya dengan kokian yang sama.
Sedangkan untuk koleksi referensi kami punya paratu mahasiswa
hanya boleh mengopi Bab 1 dan terakhir saja.

(4) A: Dalam UU Hak Cipta pasal 15 huruf (a) disebutkBenggunaan Ciptaan
pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitipanulisan karya ilmiah,
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjasizatu masalah dengan tidak
merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta’nidat anda kepentingan
yang dimaksud UU tersebut yang seperti apa?

B: Kepentingan yang wajar kalau kita mengutip méuoyean sumbernya,
jangan hasil karya orang lain diakui menjadi mijin

(5) A: Apakah membuat salinan (fotokopi) merupakan pgdaran Hak Cipta?
B:Selama untuk kepentingan pendidikan tidak dikatakelanggar, kalaupun

mahasiswa mengopi bagian yang tidak diperbolehktankémbali ke

masing-masing individu.



(6) A: Selama Anda menjadi pustakawan bagaimana pengalaAnda tentang
pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di perpustakaan?

B: Untuk tindakan tegas sampai denda atau pidahanmbeernah. Hanya
beberapa kasus yang wajar, sebenarnya ini bukasnggdran, tapi
pernah kejadian di perpustakaan ada mahasiswargangrik skripsinya
karena mengupas masalah hak waris dalam keluardgamgaa terlanjur
menandatangani perjanjian akhirnya membuat suratygean. Dari
penerbit sendiri sering melakukan cek dilapangaakaip bukunya dikopi
atau tidak.

(7) A: Siapa yang paling bertanggungjawab dalam masaiah

B: Selain mahasiswa dosen yang bertanggungjawalien&a kalau
mahasiswanya menijiplak berarti dosen pembimbingktigtli atu bisa
disebut kuper.

(8) A: Apa harapan Anda dengan adanya Hak Cipta?

B: Perpustakaan dilema, satu sisi untuk pengetadisssi lain untuk plagiat,

jadi ewuh pekewuh, semoga hasilnya dapat memberi pemahaman tentang

hak cipta.

Ttd.



TRANSKIP WAWANCARA

Hasil wawancara dengan,

Nama : Wahyudiati, S.Sos
Jabatan : Pustakawan UNY
Waktu/Tanggal:

Keterangan : A (Pertanyaan Peneliti)

B (Jawaban Narasumber)

(1) A: Sejauh mana pegetahuan anda tentang Undangagmdd cipta?
B: Kami sangat menghormati hak cipta, kami tidakebomenijiplak, tidak
boleh menggandakan buku tanpa sepengetahuan yangipta&an atau
penulis.

(2) A: Apa saja koleksi tercetak di perpustakaan yalhgddingi Hak Cipta?
B: Semua dilindungi, tidak hanya karya cetak katiggtalpun sama saja.

(3) A: Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan ptakagn UNY terkait
dengan Hak Cipta dalam mengelola dan melayankanbesurmformasi

cetaknya?



B: Disini tidak boleh mengopi skripsi, yang jelas kebijakan dari Pak
Rektor, tujuannya menghargai karya cipta dan aglktada plagiat.
Setidaknya tidak memfasilitasi.

(4) A: Dalam UU Hak Cipta pasal 15 huruf (a) disebutkBenggunaan Ciptaan
pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitipanulisan karya ilmiah,
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjasizatu masalah dengan tidak
merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta’nidat anda kepentingan
yang dimaksud UU tersebut yang seperti apa?

B: Kalo udang-udang itu sudah diundangkan sayar pidya sebagai
masyarakat di bawah manut saja, karena pasti sdgakirkan jauh
sebelumnya dan beralasan untuk melindungi hak Ip&gicipta dan
penerbit. Kami prinsipnya menghormati.

(5) A: Apakah membuat salinan (fotokopi) merupakan pgdaran Hak Cipta?
B:lya, mengopi adalah pelanggaran tetapi untuk iodmah dan tidak

diperjualkan mungkin tidak melanggar, namun pegkadn tetap
membatasi bahwa setiap hasil penelitian skripsistdan disertasi tidak
boleh dikopi, namun hal demikian tidak menutup kegkin jalan lain

seperti kamera namun setidaknya tidak memfasilitasi

(6) A: Selama Anda menjadi pustakawan bagaimana pengalaAnda tentang
pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di perpustakaan?

B: Banyak yang menemui Pak kepala untuk meminjanpsk atau meminta

izin untuk mengopi.



(7) A: Siapa yang paling bertanggungjawab dalam masaiah
B: Tanggungjawab individu Mbk, karena gag mungkirrppstkaan
mengawasi mahasiswa yang jumlahnya sangat banyak.
(8) A: Apa harapan Anda dengan adanya Hak Cipta?
B: Adanya undang-undang dihormati agar tidak lagati plagiat, mutilasi,

vandalisme.

Ttd.



TRANSKIP WAWANCARA

Hasil wawancara dengan,

Nama : Ida Dwi Anggraeni

Fakultas/Prodi: Saintek/P.Biologi

Waktu/Tanggal: Kamis, 17 Januari 2013 pukul 16.00

Keterangan : A (Pertanyaan Peneliti)

B (Jawaban Narasumber)

(1) A: Seajauh mana pengetahuan Saudara tentang H&&Cip
B: Saya kurang begitu tau tentang hak cipta, tegt bipta itu untuk
melindungi karya sesorang.

(2) A: Setahu Anda Jenis koleksi apa saja di perpuatakang dilindungi dalam
UU Hak Cipta?
B: Semua koleksi buku-buku mempunyai Hak Cipta.

(3) A: Menurut pendapat Anda bagaimana kebijakan pésgaan UIN Sunan

Kalijaga terhadap Hak Cipta khususnya koleksi ¢&tak



B: Saya kurang tahu mengenai kebijakan di perpaastakUIN Sunan
Kalijaga, setahu saya boleh pinjam untuk koleksilatitai 3 dan 4 dan
diperbolehkan mengopi juga untuk layanan referéasiya boleh mengopi
saja.

(4) Apa Saudara pernah mengopi koleksi? Apa yang byasaiikopi? Tahu
batasan dalam mengopi?
B: lya pernah, biasanya saya sering mengopi skrip&pi saya kurang tau
untuk batasan mengopi, yang saya kopi hanya bam 2 dkarena skripsi saya
baru sampaie bab 2 bab 3 sampai 5 belum.

(5) A: Kenapa Anda memilih mengopi daripada membacarpat?
B:Karena saya males baca di perpustakaan saya piedgyo membacanya di
rumabh.

(6) A: Apa alasan Anda mencari referensi di perpustaRaa
B: Karena saya tidak punya bukunya, makanya mendmegninjam ke
perpus.

(7) A: Sebagai pengguna atau user apa harapan Saedasaldp kebijakan di
perpustakaan?
B: Diperjelas mengenai kebijakan atau batasan d&lalmmengopi koleksi

baik sirkulasi maupun referensi.

Ttd.



TRANSKIP WAWANCARA

Hasil wawancara dengan,

Nama : Indriana

Fakultas/Prodi: Adab/ IPI

Waktu/Tanggal: Kamis, 17 Januari 2013 pukul 15.30

Keterangan : A (Pertanyaan Peneliti)

B (Jawaban Narasumber)

(1) A: Seajauh mana pengetahuan Saudara tentang H&Cip
B: Hak yang dimiliki oleh pencipta

(2) A: Setahu Anda Jenis koleksi apa saja di perpuatak@ang dilindungi
dalam UU Hak Cipta?
B: Semua koleksi buku-buku mempunyai Hak Cipta.

(3) A: Menurut pendapat Anda bagaimana kebijakan péagaan UIN
Sunan Kalijaga terhadap Hak Cipta khususnya kolesik?

B: Saya tahu kebijakan di perpus, dari ruang koleks ada peraturan.



(4) A: Apa Saudara pernah mengopi koleksi? Apa yangabiga dikopi?
Tahu batasan dalam mengopi?
B: Pernah, saya pernah mengopi semua bab dalapsiskrlaupun tidak
diwaktu yang bersamaan, sebenarnya saya tahu bhayasa tidak di
perbolehkan untuk difotokopi yaitu bab pembahasamun karena saat
iseng-iseng saya fotokopi diperbolehkan oleh petudValaupun saya
mengopi tapi bukan untuk menjiplak, karena kantefigantung individu
masing-masing.

(5) A: Kenapa Anda memilih mengopi daripada membacarpat?
B: Karena mengerjakan atau membaca di perpustakadak kondusif,
ruang skripsi terlalu ramai.

(6) A: Apa alasan Anda mencari referensi di perpustaRaa
B: Karena kalau saya cari di toko buku artinya dasaus beli.

(7) A: Sebagai pengguna atau user apa harapan Saadsaddp kebijakan di
perpustakaan?
B: Diperjelas lagi batasan-batasan dalam mengopingkin awalnya

mahasiswa gag terima tapi lama kelamaan kan terb&ssialisainya

juga kurang, padahal harusnya dimulai dari peg&vtakopi.

Ttd.



PERATURAN BACA DAN FOTOCOPY SKRIPS|

Setiap Pemustaka (Pengunjung Perpustakaan) yang akan
membaca atau Fotocopy dipersilahkan melalui tahapan-tahapan
sebagai berikut:

1.

Menelusur Lewat OPAC dan mencatat nomor panggil (nomor
punggung) skripsi yang diinginkan.

Mengambil sendiri dijgaran (rak skripsi) sesual dengan skripsi
yang diinginkan, maksimal 2 (dua) judul/eksemplar.

Mencatat identitas, nomor panggil skripsi yang akan dibaca/di
fotocopy dan menyerahkan identitas kepada petugas, sebagai
jamianan.

Skripsi harap dibacadiruang skripsi.

Apabila sudah selesai dibaca/ difotokopi harus mengembalikan
kepada petugas dan petugas akan menyerahkan identitas.

Skripsi yang dapat difotokopi yaitu : BAB I, BAB II, BAB V,
sertalampiran.

Biaya Fotocopy sesuai tarip.

Y ogyakarta 20 Maret 2010
Pimpinan Perpustakaan UIN
Sunan Kalijaga Y ogyakarta



Catatan Lapangan 1

Metode Pengumpulan Data : Observasi Pra Penelitian

Hari/Tanggal : 26 Maret 2013

Waktu :10 .00 — 11.00 WIB

Lokasi : Perpustakaan Pusat UGM
Sumber Data > Surat Izin Penelitian

Deskripsi Data:

Pada tanggal 23 Maret 2012, penulis menyerahkaat $zin survei penelitian
yang berjudul “Implementasi Undang-Undang No.19 ural2002 tentang Hak
Cipta pada Perpustakaan-Perpustakaan UniversitgeriNeéi Yogyakarta” pada
bagian Tata Usaha di Perpustakaan Universitas G4gala yang berada di lantai
3, berdasarkan penjelasan dari pegawai TU Perpud,@neliti diminta untuk
meninggalkan No.Hp dan akan dihubungi kembali abtehendapat persetujuan

dari Kepala Perpustakaan yang kebetulan saatdangedinas ke luar kota.

Proposal skripsi di seminarkan pada tanggal 24 012 , peneliti mendapat
beberapa masukan dari pembahas yang sangat membeditinya peneliti

memutuskan untuk mengganti judul skripsi menjadnglementasi Undang-
Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta padauptkaan Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”.



Catatan L apangan 2

Metode Pengumpulan Data : Observasi Pra Penelitian

Hari/Tanggal : 10 Desember 2012

Waktu :09.00 -10.15WIB

Lokasi : Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogytk
Sumber Data :Pembimbing Lapangan/ Ibu Siti ParsiligKour

Pengembangan  Koleksi)
Deskripsi Data:

Setelah menyerahkan surat penelitian pada tanggaDdsember 1012 saya
bertemu Ibu Siti sebagai pembimbing lapangan. Lahgkwal adalah saya
memperesentasikan skripsi saya dan meminta ketmangtuk menentukan
informan yang diangga mampu dalam membantu sayaapeatkan data-data
yang dibutuhkan. Beliau juga menyarankan saya umeutemu dengan Ibu Astulti
selaku atasannya di bidang layanan umum, namunitaaBeliau sedang di luar

kota.

Berhubung banyak kegiatan dan lalporan yang haruselésaikan menjelang
akhir tahun lbu Siti menyanggupi akan membantu sfam memperoleh data

pada hari Rabu, atnggal 26 Desember 2012.



Catatan Lapangan 3

Metode Pengumpulan Data : Wawancara

Hari/Tanggal : 03 Januari 2013

Waktu :13 .00 — 14.00 WIB

Lokasi : Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga (Lah}a
Sumber Data : Informan 1 / Ibu Sri Astuti, M(IlRobid Layanan
Teknis)

Deskripsi Data:

Setelah konsultasi dengan Ibu Siti sebagai PemhbgnbiLapangan dan
menetapkan siapa saja yang dianggap mampu menjadnian, pada tanggal 03
Januari 2013 saya diantarkan Ibu Siti menemui IBuAStuti untuk melakukan
wawancara perdana. Terlebih dahulu saya mengutarakeaksud dan
mempresentasikan skripsi saya yang berjudul “Implaasi Undang-Undang
No0.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada Perpustdiaiversitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta’. Saya memberikan lenpoafil informan dan surat
kesediaan informan untuk di isi dan di tanda tangdemudain saya memulai
pertanyaan-pertanyaan dan Ibu Astuti memberikaraljawemi jawaban juga
pengalaman. Setelah mendaptkan semua jawabanetainyaan yang ingin saya

tanyakan saya segera pamit.



Catatan Lapangan 4

Metode Pengumpulan Data : Observasi Pra Penelitian

Hari/Tanggal : Senin, 08 Januari 2013

Waktu :09.30 — selesai WIB

Lokasi : Perpustakaan UIN Sunan Klaijaga Yogytk
Sumber Data : Observasi

Deskripsi Data

Setelah meminta izin untuk melakukan wawancaragkgalm Multimedia bertemu

dengan Ibu Irhamni, saya menuju bagian TU untuk miendata terkait dengan

gambaran umum Perputakaan, akhirnya karena kopelisstakaan sedang sibuk
saya diberi Buku Panduan perpustakaan dari tah08-28012. Buku Panduan
tersebut saya gunakan untuk mengerjakan GambaramUdata yang tidak saya
dapatkan dari Buku Panduan saya minta ke bagiaenSi$nfomasi ataupun

Pengembangan Koleksi, sesuai data yang kita butuhka



Catatan Lapangan 5

Metode Pengumpulan Data : Observasi & wawancara

Hari/Tanggal : Senin, 09 Januari 2013

Waktu :15.30 — selesai WIB

Lokasi : Perpustakaan UIN Sunan Klaijaga Yogytk

Sumber Data : Observasi (UGM dan UNY) & Pedoman
Wawancara

Deskripsi Data

Pukul 10.30 saya melakukan penelitian ke UGM danYUbhtuk mencari
Informasi terkait dengan kebijan yang diterapkan R#irpustakaan tentang
fotokopi dan pengadaan buku melalui fotokopi. Di YJNbertemu dengan

pustakawati yang bernama lbu Wahyudiati.

Observasi dan melakukun wawancara untuk mendukuata genelitian,

wawancara dilakukan dengan Bapak Zaenal Arifin K&eferensi, setelah
bercerita tentang pengalamannya saat sedang pelatiBngan UGM, Bapak
Zaenal sempat menyayangkan karena kurang pekalégripelanggaran hak cipta
dan penghargaan hukum yang diterapkan di Perpustak®etelah melakukan

wawancara dengan



Catatan L apangan 6

Metode Pengumpulan Data : Observasi Pra Penelitian

Hari/Tanggal : 09 Januari 2013

Waktu :10 .30 - 11.00 WIB

Lokasi : Perpustakaan Pusat UGM
Sumber Data : Surat Izin Penelitian

Deskripsi Data:

Pukul 07.30 saya pergi ke BPAD untuk konsultasigaenPak Budi. Pukul 10.30
saya melakukan penelitian ke UGM dan UNY untuk raeinthformasi terkait
dengan kebijan yang diterapkan di Perpustakaaarigrfotokopi dan pengadaan
buku melalui fotokopi. Di UNY bertemu dengan pustakti yang bernama Ibu

Wahyudiati.

Observasi dan melakukun wawancara untuk mendukuata denelitian,

wawancara dilakukan dengan Bapak Zaenal Arifin K&eferensi, setelah
bercerita tentang pengalamannya saat sedang pelatiangan UGM, Bapak
Zaenal sempat menyayangkan karena kurang pekaltgripelanggaran hak cipta
dan penghargaan hukum yang diterapkan di PerpastaRarakhir pukul 16.00

saya Bimbingan dengan dosen pembimbing.



Catatan Lapangan 7

Metode Pengumpulan Data : Observasi dan wawancara

Hari/Tanggal : Senin, 11 Januari 2013

Waktu :11.30 — 13.00 WIB

Lokasi : Perpustakaan UIN Sunan Klaijaga Yogytk
Sumber Data : Observasi & Pedoman Wawancara

Deskripsi Data

Hari Jum’at saya melakukan wawancara dengan lby bdayak mendaptkan
masukan dan arahan teori, Bu lda berharap pemelina dapat menambah
kontribusi dalam pengembangan teori pada umumnyaldpat dijadikan sebagai
bahan pertimabangan agar kedepannya dapat digusekegai bahan evalusai

perpustakaan.
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